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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR421.1jKep.495-Disdikj2020

TENTANG

PERUBAHANKEEMPATATASKEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR421. 1jKEP.98.-DISDIKj20 19 TENTANGPENGUKUHANBUNDA

PENDIDIKANANAKUSIADINIKECAMATAN
SE-KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan
jabatan di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten
Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati
Nomor 820jKep.447-BKPSDMj2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negerl
Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten
Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 421.1/KEP.98.-DISDIK/2019 tentang
Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
Kecamatan Se-Kabupaten Majalengka perlu
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Bupati Majalengka Nomor
421.1/KEP.98.-DISDIKj2019 tentang Pengukuhan
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Se-
Kabupaten Majalengka;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berlta Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nornor 23), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

9. Peraturan 3
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421i1/Kep.-495:'ulfWlX/2020
3 Juli 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 421.1/KEP.98.-DISDIKj2019
TENTANG PENGUKUHAN BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN SE-KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFI'AR PERUBAHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
SE-KABUPATEN MAJALENGKA

NO NAMA JABATAN

Bunda Pendidikan Anak
1. Ny. Lia Listyaningsih Dede, S.E. Usia Dini Kecamatan

Argapura

Bunda Pendidikan Anak
2. Ny. Eneng Badriah Abidin Usia Dini Kecamatan

Bantarujeg

Bunda Pendidikan Anak
24. Ny. Teti Safari Ajid Usia Dini Kecamatan

Sukahaji

BUPATI MAJALENGKA,



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

10. Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 421.1jKep.98.-Disdikj2019 tentang
Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
Kecamatan Se-Kabupaten Majalengka untuk Nomor
Urut 1 (satu), 2 (dua), dan 24 (dua puluh empat)
dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1Jul1 2020

BUPATIMAJALENGKA,

~AHI
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